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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan terbesar 

bagi negara. Menurut data yang telah diperoleh dari kemetrian keuangan, tujuh 

puluh lima persen dari pendapatan negara yang diterima berasal dari pemungutan 

pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pemungutan pajak dapat digunakan 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara. Menurut Hendy dan Sukartha 

(2014) aturan dari Undang – Undang Perpajakan menyatakan bahwa pajak 

memiliki sifat yang memaksa, hal ini dirasakan oleh wajib pajak pribadi maupun 

badan. Imbalah yang diperoleh para wajib pajak tidak bisa dirasakan secara 

langsung, melainkan masyarakat bisa merakannya secara bersamaan untuk 

pembangunan nasional. 

 

GAMBAR 1.1 

Grafik pendapatan negara sumber dari kementrian keuangan tahun 2016
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Pendapatan negara yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak bisa 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan dapat juga didistribusikan 

kedaerah – daerah terpencil yang membutuhkan pembenahan, maka dari itu 

manfaat yang diperoleh negara dari beban pajak yang dipungut sangat banyak. 

Melihat manfaat yang akan diperoleh dari pemungutan beban pajak, masih saja 

ditemukan banyak wajib pajak yang tidak mau mentaati peraturan Undang – 

Undang Perpajakan dengan tidak rutin bahkan dengan sengaja untuk tidak 

membayar pajak. Berbagai macam alasan diutarakan seperti tingginya tarif pajak 

yang dikenakan mengakibatkan mereka memilih menghindari pembayaran pajak. 

Pajak dianggap sebagai beban oleh masyarakat secara ekonomi, karena 

jumlah yang dibayarkan relatif besar. Hal itu menyebabkan adanya beban tersebut 

yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan  kecurangan, 

seperti melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Hendy 

dan Sukartha (2014) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meminimalisir beban pajak mereka. Walaupun penghindaran 

pajak dianggap legal karena sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan, 

tetapi pemerintah keberatan akan tindakan tersebut karena dapat merugikan 

negara. 

Menurut Nuralifmida dan Lulus (2012) penghindaran pajak merupakan 

salah satu strategi dari perencanaan pajak, dimana para pengusaha memiliki tujuan 

untuk memperoleh laba maksimum. Bagi perusahaan strategi dalam 

penghindaraan pajak merupakan hal yang wajar untuk dilakukan asalkan masih 

sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi bagi pemerintah tindakan 
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penghindaran pajak ini tidak diharapkan karena berdampak buruk terhadap 

penerimaan pendapatan negara, karena seperti yang diketahui bahwa pajak adalah 

pendapatan terbesar bagi negara. Menurut Stella dan Elisa (2014) penghindaran 

pajak dapat membuat kerugian bagi negara karena penerimaan negara berkurang, 

akan tetapi tindakan ini tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar hukum yang 

berlaku. 

Fenomena penghindaran pajak sering ditemui dinegara – negara besar 

seperti dalam beberapa kasus yang menjerat perusahaan raksasa di Eropa, salah 

satunya adalah IKEA dan Starbucks. IKEA merupakan perusahaan terkenal yang 

memproduksi perabotan rumah tangga yang berasal dari Swedia. Beberapa media 

online ramai memberitakan kasus ini, dan salah satunya adalah kasus yang ditulis 

oleh Aprillia Ika pada halaman kompas.com. Pada 16 Februari 2016 seperti yang 

dilansir oleh kompas.com, saat ini dikabarkan Parlemen Eropa merilis laporan 

yang menyatakan bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 IKEA 

melakukan upaya penghindaran pajak dimana nilainya ditaksir sekitar $ 1 milyar. 

Kasus ini tergolong sebagai penghindaran pajak dalam skala yang tergolong 

besar. 

Mengutip dari laporan parlemen Eropa yang menyatakan bahwa IKEA 

dengan jelas melakukan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak mereka 

dengan cara memindahkan labanya dari Jerman, Perancis, dan Inggris dimana 

negara tersebut memungut tarif pajak dengan jumlah yang besar ke anak 

perusahaan mereka yang memiliki tarif pajak rendah seperti di Lichtenstein atau 

Luxembourg. Walaupun pengalihan pajak umum dilakukan di Eropa, akan tetapi 
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banyak yang menyayangkan tindakan yang dilakukan olek IKEA karena dinilai 

merugikan negara. Eropa saat ini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja 

melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat kerugian negara dalam 

jumlah besar. 

Fenomena penghindaran pajak lain yang terjadi di Indonesia adalah 

kasus yang menjerat PT. RNI, perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan 

terafiliasi perusahaan di Singapura. Menurut kompas.com 16 April 2016 PT. RNI 

tengah mengalami pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

karena diduga melakukan upaya - upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, 

PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, 

perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di 

Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak 

menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika 

utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di 

Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi 

pajak, maka perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. 

Laporan keuangan PT. RNI , tercatat kerugian senilai Rp 26,12 miliar. 

Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Laporan keuangan PT RNI 2014, 

tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 

2,178 miliar. Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Kasus 

lain penghindaran pajak terkait PT. RNI adalah dua pemegang saham PT. RNI 

berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 

2007-2015. Serta ada juga dua pemegang saham lainnya, yang merupakan orang 

http://kompas.com/
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Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki 

usaha di Indonesia. 

Melihat dari penjelasan dan fenomema yang telah diuraikan diatas, 

serta adanya ketidakkonsistenan hasil (gap penelitian) yang telah diperoleh dari 

penelitian terdahulu membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Sebelumnya 

sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan faktor – faktor 

yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Siti dan Dwi (2015) , Teguh dkk (2015), serta Sri dkk (2014) yang 

menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah ROA, leverage, capital intensity, dan kepemilikan 

institusional. 

Salah satu faktor yang dapat memiliki pengaruh terhadap penghindaran 

pajak adalah ROA. ROA merupakan pengukur kemampuan dalam mengelola aset 

perusahaan untuk memperoleh laba. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy dan 

Sukharta (2014) menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak karena perusahaan dapat mengelola aset dengan baik, serta ROA dapat 

dimanfaatkan sebagai pengurang dari  PKP (penghasilan kena pajak) yang 

menyebabkan perusahaan tersebut seperti melakukan tindakan penghindaran 

pajak. 

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

adalah leverage. Leverage merupakan perbandingan dari aset dan beban hutang 

yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk kebutuhan operasional dan investasi, 

perusahaan dapat memenuhinya dengan menggunakan utang. Akan tetapi hutang 
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bisa menyebabkan adanya bunga,  dan beban bunga tersebut yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Teguh dkk (2015)  menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. 

Menurut Sri dkk (2014) capital Intensity atau intensitas modal 

merupakan keputusan keuangan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk 

meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Manajemen perusahaan 

menetapkan keputusan untuk meningkatkan peluang besarnya modal untuk 

menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rasio intensitas 

modal ini memberikan gambaran besarnya aset perusahaan yang diinvestasikan ke 

dalam aset tetap (fixed assets). 

Faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak selanjutnya 

adalah kepemilikan institusional. Menurut Ngadiman dan Christiany (2014) 

apabila persentase saham yang dimiliki lebih besar dari pemegang saham lainnya, 

maka pengawasan yang dilakukan juga lebih besar. Jadi, semakin besar saham 

yang dimiliki maka pengendalian yang dilakukan semakit kuat. Menurut Teguh 

dkk (2014) persentase dari saham yang dimiliki oleh institusi dapat digunakan 

untuk menekan laba kena pajak, karena saham yang dimiliki institusi akan 

menimbulkan beban deviden. Beban deviden yang muncul dapat digunakan untuk 

mengurangi penghasilan kena pajak. 

Ketidakkonsistenan hasil (gap penelitian) dari penelitian terdahulu 

yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, 
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berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Tridahus 

(2014), Teguh dkk (2014) serta Hendy dan Sukartha (2014) yang hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Gap penelitian yang kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy  

dkk (2016), Ngadiman dan Christiany (2014), serta Darmawan dan Sukartha 

(2014) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak berbanding terbalik dengan hasil penelian dari Rifka dan Dini 

(2016), Sri dkk (2014) dan Teguh dkk (2015) yang berpendapat bahwa leverage 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Gap penelitian yang ketiga adalah hasil penelitian dari Ajeng dkk 

(2016) yang berpendapat bahwa capital intensity berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rifka dan Dini (2016) dan Sri dkk (2014) yang menyatakan bahwa capital 

intensity  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Gap penelitian yang 

terakhir adalah hasil penelitian dari Deddy dkk (2015), Ngadiman dan Christiany 

(2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional perpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian Fitri dan 

Tridahus (2015), Teguh dkk (2015), seta Nuralifmida dan Lulus (2012) yang 

berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Menurut Kementrian Industri, perusahaaan manufaktur di topang oleh 

perusahaan industri barang konsumsi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya 

beli masyarakat pada produk makanan, minuman, obat - obatan serta kebutuhan 
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toilet. Serta pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sektor industri barang 

konsumsi mengalami peningkatan, namun hal ini berbanding terbalik dengan 

tahun 2015 yang mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonominya. Hal ini 

yang menjadi alasan peneliti memilih sektor industri barang konsumsi sebagai 

populasi penelitian dan tahun 2013 - 2015 sebagai periode penelitian. Peneliti 

ingin melihat bagaimana kecenderungan tingkat penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan yang menjadi penopang perusahaan manufaktur saat 

pertumbuhan ekonomi meningkat dan saat terjadi perlambatab pertumbuhan 

ekonomi. 

Pentingnya penghindaran pajak ini untuk diteliti karena adanya 

fenomena yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara 

perusahaan dengan pemerintah, dimana bagi perusahaan pajak merupakan beban 

yang seharusnya dikurangi, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan 

pendapatan yang bisa digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan sektor 

publik, serta adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya (gap 

penelitian) yang sudah diuraikan diatas. Gap penelitian terjadi karena adanya 

perbedaan dari segi pengukuran, perbedaan pemilihan sampel penelian, serta 

perbedaan pemilihan periode dan lamanya periode penelitian. Oleh karenanya, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak dan ingin melakukan 

pengujian ulang mengenai faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Maka, peneliti akan meneliti dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH ROA, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, DAN 
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KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN 

PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, terdapat beberapa 

permasalahan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015 ? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2013 – 2015? 

3. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2013 – 2015? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak  pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI tahun 2013 – 2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2013 – 2015 
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2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2013 – 2015 

3. Untuk mengetahui pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2013 – 2015 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pengusaha 

agar pengusaha dapat mengambil keputusan yang baik untuk jangka 

panjang dalam menganalisis investasi dan strategi bisnis dengan 

memperhatikan peraturan perpajakan. 

2. Bagi pemerintah 

untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan tindakan 

penghindaran pajak yang merugikan negara. 

3. Bagi akademisi 

memberikan bukti empiris terhadap faktor-faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak agar dapat dijadikan bahan materi dan 

menambah wawasan. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya 

penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika proposal skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Proposal Skripsi 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, 

Landasan Teori Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

Penelitian 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dalam penelitian ini dengan menggunnakan 

langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi: Rancangan 

Penelitian, Batasan Penelitian, Identifiksi Variabel, Definisi 

Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Data dan  Metode Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data.   

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 
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Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran subyek yaitu 

populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan 

pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab 

hipotesis penelitian yang telah ditentukan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian 

kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 


